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Pengumpulan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengumpulan uang
atau barang yang tertib, transparan, dan akuntabel,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pengumpulan

Uang atau Barang;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3175);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya
disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang
atau barang untuk pembangunan dalam bidang
kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian,
kejasmanian, dan kebudayaan.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial
atau  perkumpulan sosial yang  melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2
PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan
akuntabel.
PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan,
dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan

di lingkungan masyarakat.

Pasal 3
Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat

melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
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(2)

(3)

hukum.

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. perkumpulan; atau

b. yayasan.

Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

a.
b.
C.
d.

(1)

zakat;

pengumpulan di dalam tempat peribadatan;

keadaan darurat di lingkungan terbatas;

gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor,
rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau
nama lain; dan/atau

dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 5

Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;

b. surat keterangan domisili atau nomor induk
berusaha;

c. nomor pokok wajib pajak;
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(2)
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bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa
tempat;

nomor rekening atau wadah/tempat penampung
hasil penyelenggaraan PUB;

kartu tanda penduduk direktur/ketua;

surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang
ditandatangani direktur/ketua;

surat pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan
radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang
bertentangan dengan hukum;

tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi
Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan

rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili
pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada
Menteri; atau

pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan
domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan

kepada gubernur.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pemohon harus menyiapkan:

a.
b.

proposal; dan
contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan

dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan

mengajukan permohonan izin PUB.

Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui sistem dalam jaringan.



